BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1454, 2016 KEMENRISTEK-DIKTI. Tata Nilai. Budaya Kerja.
Kode Etik.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
TATA NILAI, BUDAYA KERJA, DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam
bersikap, berperilaku, dan bertindak serta untuk
mewujudkan etos kerja pegawai di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta
memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan
Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di
lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu disusun Tata Nilai,
Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik
Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4449);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);
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7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA NILAI BUDAYA KERJA
DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud:

1. Tata Nilai adalah pola cara berpikir dan aturan yang
mempengaruhi tindakan dan tingkah laku pegawai dalam
kehidupan sehari-hari.

2. Budaya Kerja adalah falsafah dengan didasari pandangan
hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan,
dan pendorong yang dibudayakan dalam suatu
organisasi.

3. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku,
perbuatan, nilai, dan norma yang mengikat pegawai, baik
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai
maupun dalam pergaulan sehari-hari.

4. Pegawai adalah Pegawai adalah aparatur sipil negara dan
pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat
berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di
lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai wewenang melaksanakan proses

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.

7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas memeriksa
dan menetapkan sanksi pelanggaran kode etik.

8. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi.

Pasal 2

Tata Nilai Kementerian terdiri atas:

a. sinergi, yaitu membangun hubungan kerja sama dengan
internal maupun kemitraan eksternal yang produktif dan
harmonis;

b. integritas, yaitu bersikap, bertindak, dan mengambil
keputusan berdasarkan sistem nilai, moral, kejujuran,
komitmen, dan kepatuhan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

c. inovatif, yaitu membangun sikap menyempurnakan yang
sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik
secara terus menerus dan berkelanjutan;

d. akuntabel, yaitu mengembangkan sikap dan tindakan
kerja yang terukurdan bertanggung jawab terhadap hasil;
dan

e. profesional, yaitu bersikap dan bertindak dengan

pengetahuan dan keahlian.

Pasal 3

Budaya Kerja Pegawai meliputi:

a. mengembangkan kemitraan dalam memberikan
pelayanan terbaik;

b. mengedepankan perilaku kerja secara gotong royong
untuk memberikan hasil kerja yang lebih optimal;

c. mengembangkan sikap kepedulian terhadap kepentingan
masyarakat;

d. disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan

bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
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e. bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;

f.  melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan
serta menghindari benturan kepentingan;

g. melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara
terus menerus;

h. Dberpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang
baru;

i. memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi;

j-  berani mengambil tindakan dan solusi
dalammenyelesaikan masalah;

k. Dbersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif;

l.  melakukan pekerjaan secara terukur, mulai dari
perencanaan, proses, hingga hasil,;
berupaya untuk meningkatkan kompetensi;

n. melaksanakan pekerjaan secara @ efektif, efisien,
sistematis, terarah, dan berkualitas; dan

o. bekerja sesuai dengan standar kinerja.

Pasal 4

(1) Budaya Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilaksanakan oleh Pegawai dalam bentuk
perilaku kerja.

(2) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus selalu dipegang teguh dan dijalankan oleh Pegawai
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

(3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. jujur;
b. kerja keras; dan

c. melayani.

Pasal 5
(1) Untuk menjamin dan menegakkan pelaksanaan Budaya
Kerja dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4, disusun Kode Etik.
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